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ABSTRAK
Nama : Farial Sifa Fasya
NPM : 6071901106

Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang
Disabilitas di Kota Bandung

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan dari
pengimplementasian program Akta Kelahiran Braille di Kota Bandung dan mencari
tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap
pengimplementasian program Akta Kelahiran Braille. Penelitian menggunakan 4
variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edward Ill yang
mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan maupun program yang diantaranya
ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif studi kasus dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara
dilakukan kepada pegawai Disdukcapil Kota Bandung sebanyak empat informan
dan masyarakat penyandang disabilitas netra yang berada di lingkungan yayasan
WyataGuna sebanyak empat informan. Serta studi dokumen dilakukan melalui
dokumen dokumen yang diperoleh dari Disdukcapil Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengimplementasian program akta
braille sudah cukup berhasil berdasarkan dari sepuluh ukuran indikator yang
digunakan. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dengan memiliki sumber
daya yang memadai. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam penyebaran
informasi antar kepegawaian. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil memiliki
SOP dan SP yang dimiliki. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam
penyebaran informasi yang dilakukan dengan kolaborasi bersama layanan mobil
keliling Bi eha (Bisa Euy Hebat) dan Mang Udin (mangga Urus Dokumen Identitas
Kependudukanna). Disdukcapil Kota Bandung sudah mendapatkan respon yang
baik dari pihak target sasaran yang artinya sudah berhasil dilakukan. Disdukcapil
Kota Bandung belum berhasil dalam penyampaian informasinya kepada target
sasaran. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam kerjasama yang
dilakukan bersama yayasan WyataGuna. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil
konsisten dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Disdukcapil Kota
Bandung sudah berhasil dalam penyusunan struktur bidang penyelenggara Akta
Braille. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam membentuk tim
koordinasi yang sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2019.

Kata Kunci; Implementasi, Akta Kelahiran, Braille, Disdukcapil



ABSTRACT
Name : Farial Sifa Fasya
NPM : 6071901106

Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang

Disabilitas di Kota Bandung

The purpose of this research is to determine the success of implementing
the Braille Birth Certificate program in Bandung City and find out what factors
influence the implementation of the Braille Birth Certificate program. The research
uses 4 policy implementation variables according to George C. Edward Ill which
influence the success of a policy or program, including communication, resources,
disposition and bureaucratic structure.

The method used is a qualitative descriptive case study with data collection
techniques through interviews and document study. Interviews were conducted
with four informants from the Bandung City Population and Civil Registration
Office and four informants from people with visual disabilities within the
WyataGuna foundation. As well as document studies carried out through
documents obtained from the Bandung City Dukcapil Office.

The research results show that the implementation of the braille certificate
program has been quite successful based on the ten indicator measures used. The
Bandung City Dukcapil Disdukcapil has been successful by having adequate
resources. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has been successful in
disseminating information between staff. Disdukcapil has succeeded in having SOP
and SP in its possession. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded in
disseminating information in collaboration with Bi eha (Bisa Euy Hebat) and Mang
Udin (mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukanna). The Bandung City
Dukcapil Disdukcapil has received a good response from the target parties, which
means it has been successfully carried out. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil
has not been successful in conveying information to the target audience. The
Bandung City Population and Civil Registration Department has succeeded in
collaborating with the WyataGuna foundation. The Bandung City Population and
Civil Registration Department has consistently succeeded in disseminating
information to the public. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded
in preparing the structure of the field of administering Braille Certificates. The
Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded in forming a coordination team
in accordance with Regional Regulation No. 15 of 20109.

Keywords; Implementation, Birth Certificate, Braille, Disdukcapil
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara diwajibkan untuk melindungi dan mengakui status seseorang dan
hukum pada setiap individunya, tanpa memandang jenis kelamin, lokasi tempat
tinggal, usia, termasuk juga mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas.
Semua warga, tanpa terkecuali, termasuk pria, wanita, mereka yang tinggal di
perkotaan atau pedesaan, dan tidak melihat dari segi yang sudah lanjut usia maupun
umur yang tergolong masih muda, termasuk pula para penyandang disabilitas yang
mengalami keterbatasan mobilitas, harus diakui sebagai warga negara yang sah.
Proses pencatatan sebagai warga negara, yang salah satunya melibatkan pembuatan
akta kelahiran, menjadi manifestasi konkret dari upaya negara guna memberikan
perlindungan serta pengakuan terhadap status hukumnya. Akta kelahiran tidak
hanya mencatat identitas seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta
orang tua kandungnya, tetapi juga menegaskan kewarganegaraannya sebagai

bagian dari hak-hak yang diberikan oleh negara.

Memberikan sebuah keadilan sosial kepada seluruh warga Indonesia merupakan
suatu manifestasi konkrit dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum pada
Pancasila Kelima. Keadilan sosial yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah
kepada masyarakatnya dapat diwujudkan dalam berbagai macamnya serta dengan
berbagai tujuan. Selain tanggung jawab pemerintah dalam memberikan keadilan,
mereka juga diharapkan memberikan pelayanan yang setara kepada semua lapisan
masyarakat. Ini mencakup prinsip kesetaraan, yang melibatkan aspek-aspek seperti
kesetaraan gender, ras, suku, dan lain-lain. Penyandang disabilitas, sebagai salah
satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus, juga seharusnya mendapatkan
perlakuan yang sama dan setara. Kesetaraan ini diharapkan dapat mencegah sikap
diskriminatif dan menciptakan lingkungan hidup yang damai, nyaman, dan
tenteram bagi para penyandang disabilitas serta seluruh masyarakatnya secara
umum. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dapat
menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis di

Indonesia.



Pentingnya mencatat peristiwa signifikan dalam kehidupan manusia, yang
diantaranya adalah kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, adopsi anak, perubahan status perkawinan, pembatalan
perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Hal
ini menjadi suatu kewajiban sebagai upaya untuk menghasilkan bukti konkret yang
dapat menjadi dasar identitas seorang Warga Negara. Faktanya, keharusan mencatat
peristiwa penting ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Undang-undang ini memiliki
tujuan utama yaitu memberikan sebuah identitas serta kepastian akan hukum
terhadap dokumen penduduk, melindungi status hak sipil penduduk, serta
memastikan perolehan data yang akurat juga lengkap. Dengan demikian, pencatatan
peristiwa-peristiwa tersebut bukan hanya menjadi formalitas semata, melainkan
merupakan bagian integral dalam proses pendaftaran penduduk yang secara
substansial membantu membangun identitas dan memberikan kepastian hukum

kepada setiap individu.*

Akses terhadap pelayanan publik tentu saja bentuk dari hak setiap warga
negara, bahkan tak hanya akses, warga negara juga berhak merasakan akan
pelayanan public yang berkualitas dan sesuai dengan asas serta tujuan pelayanan
sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU
Pelayanan Publik) yang tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Definisi
pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang,
jasa dan pelayanan administratif* dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas,
namun maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia
sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (public goods) yang
penyediannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pelayanan publik dapat

dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian

! Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006



hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif,
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan

kemudahan dan keterjangkauan.?

Dalam hal ini mengenai pelayanan publik, Disdukcapil kota bandung
menerbitkan inovasi program akta kelahiran braille dalam rangka memenuhi hak
pemenuhan penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra yang dimana bahwa
pelayanan publik harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dengan

tanpa terbatas atau melihat latar belakangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dalam konteks hak
penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa mereka memiliki hak terhadap
ketersediaan sarana aksesibilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai upaya pemerintah
untuk membangun sarana yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas,
dengan tujuan menciptakan peluang yang setara antara mereka dan masyarakat
umum dalam mengakses layanan publik. Adanya aksesibilitas ini bertujuan untuk
menghilangkan disparitas dan memberi kesempatan yang sama untuk para
penyandang disabilitas agar dapat mengikuti dan memanfaatkan pelayanan publik
seperti halnya yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Dengan
demikian, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi kunci
dalam mewujudkan inklusivitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Penyandang
Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas
didefinisikan sebagai individu yang mengalami pembatasan fisik, intelektual,
mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dalam
interaksinya dengan lingkungan sekitar, mereka mungkin mengalami rintangan dan
kesulitan untuk terlibat secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya,
didasarkan pada prinsip kesetaraan hak. Kondisi ini menyebabkan mereka
menghadapi hambatan yang menghambat keterlibatan aktif mereka dalam berbagai
aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga perlu adanya upaya yang
sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan

terlindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, penyandang disabilitas dianggap

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009



sebagai individu yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka mencapai
inklusivitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaran Pelayanan Publik
disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan

a. kesamaan hak
b.persamaan perlakuan
c. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 29 (1) UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggara
memiliki kewajiban hukum untuk memberikan layanan kepada kelompok
masyarakat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Masyarakat tertentu dalam hal ini adalah kelompok penyandang
disabilitas.® Penyandang disabilitas sendiri memiliki tujuh kategori yang mencakup
disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas motorik, disabilitas
bicara, disabilitas mental, disabilitas kognitif, dan disabilitas ganda. Berdasarkan
data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, disabilitas
penglihatan menjadi yang paling banyak di antara jenis disabilitas lainnya dan
memiliki hak yang sama untuk menerima layanan publik. Layanan publik diartikan
sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara, baik dalam bentuk barang, jasa,
maupun layanan administratif. Oleh karena itu, perhatian khusus dan pelayanan
yang memadai perlu diberikan kepada setiap kategori penyandang disabilitas guna
memastikan bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan publik yang setara

dengan warga lainnya terpenuhi sepenuhnya.

Penyandang disabilitas sendiri merupakan salah satu kelompok yang cukup
rentan dan memerlukan perhatian khusus, terutama dari sektor pemerintah dan
instansi Dukcapil beserta pihak-pihak terkait, termasuk kelompok, komunitas, atau
organisasi yang terfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas. Disabilitas
didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan fisik,

intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang. Ketika berinteraksi dengan

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009



lingkungannya, individu dapat menghadapi hambatan atau tantangan yang
membatasi kemampuannya untuk dapat berpartisipasi secara penuh serta efektif
bersama warga negara lainnya sesuai dengan konsep kesetaraan hak. Oleh karena
itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, Dukcapil, dan pemangku kepentingan
terkait perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak
penyandang disabilitas diakui, dihormati, dan dipenuhi dengan sepenuhnya,
menciptakan lingkungan inklusif yang memperkuat partisipasi mereka dalam
kehidupan masyarakat’. Agar suatu kelompok masyarakat memperoleh hak-haknya
sebagai warga negara resmi, tentu ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi guna
pengakuan hak yang dimilikinya. Salah satu langkah yang diperlukan adalah
pembuatan dokumen kependudukan yang sesuai dengan peraturan pemerintah,
yang mencakup hak-hak penyandang disabilitas. Dimana hak-hak ini telah
dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang sebagai bagian dari upaya untuk
mengurangi berbagai bentuk diskriminasi yang mungkin dialami oleh individu yang
memiliki keterbatasan. Dengan demikian, proses administratif ini menjadi kunci
untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat merasakan hak-haknya
sebagai warga negara tanpa adanya hambatan atau perlakuan diskriminatif.
Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat inklusivitas dan keadilan dalam

memberikan hak-hak kepada setiap elemen masyarakat.”

* Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa, Kemenkes
RI, 2017.

> Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses pada 2020. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).



Sebagaimana data yang diperolah berikut merupakan jumlah Penyandang

Disabilitas Netra di Kota Bandung dari tahun ke tahun:
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Gambar 1. 1 Data jumlah penyandang disabilitas netra di kota bandung

(source: opendata.jabarprov.go.id)

Dari perolehan jumlah penyandang disabilitas Netra di kota bandung maka
pemerintah kota bandung pun terus menerus mengembangkan inovasi yang ramah
untuk memfasilitasi akan penyandang disabilitas yang dimana pengembangan
inovasi tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari hak Masyarakat bagi
penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016 serta Perda Kota
Bandung No. 15 Tahun 2019.

Selain dari Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, UU No. 19
tahun 2011 juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Inti dari peraturan ini
adalah untuk menyebarkan gagasan bahwa penyandang disabilitas harus dianggap
setara dengan populasi umum. Negara berkewajiban untuk memberikan hak-hak
kepada para penyandang disabilitas. Salah satunya mengenai Hak akan

Aksesibilitas bagi penyandang difabel.

Hak Aksesibilitas, para individu dengan disabilitas seharusnya mendapatkan

peluang yang setara dalam mengakses fasilitas dan layanan publik. Oleh karena itu,



negara diamanatkan untuk memastikan bahwa aksesibilitas ditingkatkan sehingga
semua fasilitas dan layanan dapat dijangkau dengan lebih mudah. Dengan cara ini,
para penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian tanpa harus bergantung
sepenuhnya pada bantuan dari luar. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
akses ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan dukungan yang
memadai dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi untuk hidup yang lebih baik.
Seiring dengan semangat inklusi dan kesetaraan, perbaikan aksesibilitas adalah
langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.®

Dari hak Aksesibilitas yang telah diuraikan diatas, sesuai dengan perwujudan
akan program yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yaitu Akta Braille. Kota Bandung yang dikenal sebagai kota yang ramah akan
disabilitas pun membuktikan dengan diterbitkannya program ini. Sebagaimana
Disdukcapil Kota Bandung menyediakan program ini guna memfasilitas para
penyandang disabilitas khususnya netra yang berada di Kota Bandung. Dengan
adanya program ini Disdukcapil bertujuan memenuhi Hak Aksesibilitas bagi
penyandang difabel, serta membantu negara guna mencegah akan ketidakmampuan
hingga kegagalan negara dalam memberikan dukungan yang memadai dan

memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi guna hidup yang lebih baik.

Negara juga perlu mempertimbangkan cara dan sarana untuk meningkatkan
kapasitas secara nasional dengan tujuan mencapai keberhasilan dalam menegakkan
hak-hak bagi penyandang disabilitas. Penting untuk menghindari diskriminasi,
yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembedaan, pengucilan, atau
pembatasan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa aspek juga perlu
dimodifikasi dan disempurnakan untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia

yang adil bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas, khususnya masyarakat yang diantaranya memiliki
gangguan penglihatan, diberikan dokumen identitas diri yang dikenal sebagai "Akte

Kelahiran Braille" sebagai salah satu bentuk akan pelayanan publik yang diberikan

® Undang Undang Nomor 19 tahun 2011



oleh pemerintah. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendapatkan, memiliki,
dan menggunakan dokumen kependudukan secara eksplisit disebutkan dalam UU
No. 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mereka harus melakukannya sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.’

Tertuang juga mengenai perlindungan serta pemenuhan hak penyandang
disabilitas pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 dalam pasal 6
ayat 3 sebagai berikut:

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-

bidang sebagai berikut:®

a. Keadilan dan perlindungan hukum;

b. Pendidikan;

c. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
d. Kesehatan;

e. Politik;

f. Keagamaan;

g. Keolahragaan;

h. Kebudayaan dan pariwisata;

Kesejahteraan sosial;

J.  Infrastruktur;

k. Pelayanan publik;

I.  Pelindungan dari bencana;

m. Habilitasi dan rehabilitasi;

n. Konsesi;

0. Pendataan;

p. Berkomunikasi dan memperoleh informasi; dan

g. Perempuan dan anak.

Salah satu pemenuhan hak yang digunakan dalam inovasi program akta

kelahiran braille bagi penyandang disabilitas netra ialah dalam bidang Pelayanan

7 Undang Undang Nomor 8 tahun 2016
8 peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 tahun 2019



Publik. Sebagaimana yang disdukcapil berikan fasilitas dari Akta Braille ini
memang diperuntukkan guna pemenuhan hak dari yang sudah diatur didalam
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019
disebutkan pula dalam pasal 37 mengenai pelayanan public bagi penyandang

disabilitas Netra yang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:®
(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 Pasal 27
menyebutkan, merupakan standar dari diluncurkannya program Akta Braille di
Kota Bandung oleh Disdukcapil. Mengingat seberapa pentingnya akta kelahiran
bagi warga negara Indonesia khusus nya di Kota Bandung, penyandang disabilitas
sendiri pun dianggap penting oleh pemerintah sehingga pemerintah pun
meluncurkan beberapa inovasi agar kesetaraan terwujud dan dirasakan oleh
penyandang disabilitas. Salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam kepengurusan akta kelahiran

bagi penyandang disabilitas ialah “Akta Kelahiran Braile”.

Akta Kelahiran Braille diperkenalkan pada bulan Desember 2016. Dokumen ini
merupakan reproduksi otentik dari akta kelahiran yang diakui secara nasional, tetapi
telah dicetak dan diterjemahkan ke dalam huruf Braille. Tujuan dari pembuatan
versi Braille ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada kaum difabel agar
dapat mengakses informasi yang terkandung dalam Akta Kelahiran mereka dengan
lebih mudah dan nyaman. * Akta Braile ini sendiri pun ditujukan untuk para
penyandang tuna Netra. Dengan cara ini, para penyandang tunanetra dapat
mengakses layanan yang lebih luas melalui dokumen yang dirancang khusus untuk

memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah akta
kelahiran Braille yang diterbitkan di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2022 adalah sebagai berikut:

9 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 tahun 2019

19 Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung.
https://disdukcapil.bandung.go.id/inovasi-pelayanan
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Jumlah Kepemilikan Akte Braille di
Kota Bandung Jumlah (Jiwa)
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Gambar 1. 2 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Braille Tahun. 2016-2022

(Source: Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)

Untuk memastikan kebenaran akan adanya inovasi program pelayanan yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka
peneliti pun melakukan wawancara dengan salah satu staff pegawai bidang kepala

kepengurusan akta kelahiran di Disdukcapil Kota bandung yaitu mengatakan:

“lya, benar betul Disdukcapil melahirkan sebuah inovasi pelayanan program
penerbitan Akta Kelahiran Braille bagi penyandang disabilitas khusus nya bagi
penyandang Netra. Yang dimana penerbitan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi
akan kesetaraan hak yang sama bagi penyandang Netra sesuai dengan undang

undang yang sudah mengatur terkait hal tersebut.”.

Akta kelahiran dalam format Braille yang diperkenalkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan terobosan pertama di Indonesia.
Inovasi ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga
tunanetra dengan menyediakan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka
dalam dunia tunanetra. Para penyandang tunanetra akan diberikan dua dokumen
akta kelahiran, yakni yang memenuhi standar nasional dan disertai dengan versi
Braille. Implementasi inovasi ini dianggap sudah mencapai tingkat kematangan
yang memadai, dengan fasilitas yang telah disiapkan, mesin Braille, serta kertas

Braille yang tersedia. Yang lebih menarik, proses pembuatan akta Braille ini
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dilakukan tanpa biaya alias gratis, dan waktu pengerjaannya diestimasi tidak lebih
dari delapan hari kerja*. Adapun alur dari pembuatan Akta Braille sendiri
sebagaimana seperti gambar dibawah ini:

PENERBITAN AKTA ERAILE

PELAHSARA
MUTT BAHD EET
HEGIATAN
Menerima dan FPhotocapy
1 memverifiio si Kutipan Akta 5 menit
kelengkapan berkas
i
Verifilknsi |
Kutipan Al ahiran L ¥ FPhotocapy p
H Tindak lanjut
2 Jika berka Kutipan Alkcta 5 mienit . - i
lenglap maka Lo
dikembalilican
« Photocopy
Kutipan Akta
- Komputer
L = Printer khusus
N Translasi Kutipan Alkta Brails 5 Meni Kutipan Alta
- ke media buruf braille - « Kertas khusu Sl Braile
Braile
= Add-Ins Tiger
Translasi Braile
pada Ms Ward
- Kutipan Alkta
WVerifikasi hasil H__“__I:" Kutipan Akia
4 | pencetakan Kutipan - .r'.l-‘ " A menit Braile
Alaa Braile D Sl terverifikasi
Kutipan Alta
Mencataikan dalam Laparan Tegistrasi Laporan
register atan laparan - | | A menit hasil
pencetakan Lol pencetakan
Penyerahan Salinan
Kutipa Kelahiran -+ Eutipan Akta j
Huruf Braille kepada Braile 2anexit
pemohan

Gambar 1. 3 Alur pembuatan akta braille.

(Source: Dokumen SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Baandung)

Program Akta Kelahiran Braille didukung oleh layanan Bi Eha dan Mang Udin,
yang membantu mempromosikan adopsi inisiatif inovatif ini. Bi Eha (Bisa Euy
Hebat) dan Mang Udin (Mangga Urus Dokumen ldentitas Kependudukan) adalah
dua minibus yang telah dikonversi dan dilengkapi dengan alat perekam KTP-el

portabel. Kendaraan ini menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengurusan

1 Dendi, R. “Pertama di Indonesia, Bandung Luncurkan Akta Kelahiran Braille”.
https://regional.kompas.com/read/2016/12/28/12480011/pertama.di.indonesia.bandung.luncurkan.
akta.kelahiran.braille
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dan pemrosesan dokumen identitas kependudukan. Minibus ini memiliki kapasitas
yang cukup besar dengan ukuran yang ringkas, sehingga dapat menjangkau daerah-
daerah terpencil di Kota Bandung. Kehadiran peralatan portabel dalam infrastruktur
ini  memungkinkan polisi untuk dengan mudah mendatangi rumah-rumah
penduduk. Diprakarsai oleh Walikota Bandung pada tanggal 4 Oktober 2018,
program ini bertujuan untuk memberikan layanan dokumen kependudukan kepada
warga yang rentan dalam administrasi kependudukan, seperti lansia, warga dengan
disabilitas dan ODGJ, serta warga yang sedang sakit parah, untuk memenuhi hak-
hak mereka atas dokumen-dokumen tersebut. Bi Eha (Bisa Euy Hebat) dan Mang
Udin (Mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukan) adalah layanan yang
memberikan bantuan dalam melakukan perekaman KTP-el, pembuatan akta
kelahiran, dan penerjemahan akta kelahiran bagi tunanetra. Inisiatif Bi Eha dan
Mang Udin memberikan kemudahan akses terhadap layanan administrasi
kependudukan bagi para lansia, penyandang disabilitas, ODGJ (orang dengan

gangguan jiwa), dan warga yang sakit.*

Akta Kelahiran Braille diperkenalkan pada bulan Desember 2016 sebagai suatu
inisiatif untuk menyediakan salinan Akta Kelahiran yang pada umumnya dan
berlaku secara nasional, dengan disusun dan dicetak menggunakan huruf khusus
berupa huruf Braille. Tujuan utamanya adalah mempermudah individu dengan
disabilitas untuk memahami informasi yang terkandung dalam Akta Kelahiran
mereka sendiri, dengan harapan akan memberikan kenyamanan dan kemudahan

akses bagi mereka.

Dalam upaya implementasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Bandung bekerja sama dengan Panti Sosial Bina Netra (PSBN)
Wyta Guna Bandung. Keberadaan Akta Kelahiran Braille dianggap sebagai
manifestasi konkret dari konsep negara yang hadir untuk semua lapisan masyarakat,
tidak hanya yang memiliki keterbatasan penglihatan, melainkan juga sebagai
bentuk perlindungan negara bagi seluruh warganya. Dalam konteks hak asasi,
setiap warga negara Indonesia berhak untuk melengkapi identitas dirinya dengan

memiliki sebuah dokumen kependudukan. Untuk memastikan ketersediaan Akta

12 profil Pengembangan Kependudukan Kota Bandung 2021
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Kelahiran Braille, Pemerintah Kota Bandung, melalui Disdukcapil, menjamin

prosesnya dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa biaya bagi para pemohon.*®

Namun, melalui hasil pemantauan serta wawancara awal lanjutan yang
dilakukan oleh peneliti bersama salah satu seorang pegawai Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah pelaksanaan Program Inovasi ini dari
tahun 2016 hingga 2022, terdapat informasi tambahan seputar upaya sosialisasi dan
jumlah terbitnya Akta Kelahiran Braille:

“untuk sosialisasi sendiri kami masih tetap berjalan untuk Akta Kelahiran
Braille ini yang di khususkan bagi penyandang disabilitas, total Akta Kelahiran
Braille yang sudah terbit sebanyak 191 dari tahun pertama Akta Braille ini

muncul.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan salah satu staf pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut menyebabkan terdapatnya gap akan
kesenjangan yang dimana dari hasil data yang peneliti peroleh dari perbandingan
jumlah penduduk Netra di kota bandung dan jumlah penerbitan akta kelahiran
braille bagi penyandang disabilitas Netra yang berjumlah 2.216 memiliki
ketidakseimbangan yang tinggi menyebabkan kesenjangan atau gap Yyang
ditemukan. Yang artinya penerbitan dari akta kelahiran braille bagi penyandang
disabilitas netra sebagai target utama sasaran di kota bandung belum merata.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yang tak terkecuali bagi
penyandang disabilitas, bahwa pelayanan publik harus dirasakan oleh seluruh

masyarakat secara merata tanpa memandang keterbatasan yang ada.

Dari ditemukannya ketidakseimbangan tersebut menyebabkan gap yang
dimaksud ialah, jumlah dari penerbitan Akta Braille bagi target sasaran disabilitas
netra hanya 191 dari banyaknya jumlah penduduk netra sebanyak 2.216 di Kota

Bandung. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi

13 Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021 69 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA BANDUNG
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program dari penerbitan Akta Kelahiran Braille Bagi Penyandang Disabilitas di
Kota Bandung ini.

1.2 Rumusan Masalah

Ditemukan ketidakmerataan dari jumlah penyandang disabilitas netra di kota
bandung dengan jumlah hasil terbitan akta braille bagi penyandang disabilitas netra

selaku target sasaran di kota bandung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program akta kelahiran braille bagi penyandang
disabilitas di kota bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan sebuah data serta informasi
yang relevan mengenai bagaimana pengimplementasian inovasi program akta
kelahiran braille oleh dinas kependukan dan pencatatan sipil bagi penyandang
disabilitas di kota bandung yang diukur menggunakan teori Implementasi oleh

Edward George I11.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A) Manfaat Teoritis

Dengan mengacu pada maksud penelitian di atas, peneliti berambisi agar
penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan Program
Akta Braille dalam proses pembuatan akta kelahiran yang secara khusus
ditujukan untuk penyandang disabilitas. Lebih dari itu, diharapkan penelitian
ini mampu menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti-peneliti
berikutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik terkait Program Akta

Kelahiran Braille
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B) Manfaat Praktis

Diinginkan agar mampu menyajikan rekomendasi, pandangan, dan
peningkatan yang konstruktif terhadap inovasi Program Akta Kelahiran Braille
yang tengah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota
Bandung. Harapannya, kontribusi ini dapat berfungsi sebagai panduan
bermanfaat untuk penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan

program tersebut.
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